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LAMPIRAN 

 

Lampiran  1 Surat Izin Penelitian 
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Lampiran  2 Pedoman Wawancara 

A. Identitas Informan  

Nama Informan  : Dr.H. Ruswandy Purnomo Kelana, S. Hut., MM 

NIP    : 19811026 200901 1001 

Jabatan    : Analis Kebijakan Ahli Muda / Ketua Tim Pendapatan 

Instansi    : UPPD/P3DW Kota Tasikmalaya 

Hari/Tanggal Wawancara  : Kamis, 6 Juli 2026 

Tempat    : Kantor UPPD/P3DW Kota Tasikmalaya 

B. Pedoman Wawancara 

5. Bagian Pelayanan / Penetapan PKB 

Fokus: 

Proses pelayanan dan pengelolaan pembayaran PKB. 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana proses penerimaan PKB dari wajib pajak? 

b. Bagaimana alur pembayaran PKB dari awal sampai selesai? 

c. Sistem apa yang digunakan dalam pelayanan dan pengelolaan PKB? 

d. Apakah pelayanan PKB sudah dilakukan secara digital atau online? 

e. Apa saja saluran pembayaran (kanal digital/non-digital) yang saat ini 

tersedia untuk masyarakat Kota Tasikmalaya (misal: Sambara, 

Sapawarga, Indomaret, dll)? Bagaimana efektivitasnya? 

f. Bagaimana prosedur verifikasi data pembayaran PKB? 

g. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam pelayanan PKB? 

h. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelayanan tersebut? 

i. Bagaimana proses penginputan data pembayaran PKB dilakukan? 

j. Berapa besar estimasi angka kendaraan tidak melakukan pembayaran? 

6. Bagian Pengelolaan Pendapatan / Penerimaan PKB 

Fokus: 

Pengelolaan dan pencatatan penerimaan PKB. 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana proses pengelolaan penerimaan PKB dilakukan? 

b. Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan penerimaan PKB? 
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c. Bagaimana proses pencatatan penerimaan PKB? 

d. Bagaimana proses rekapitulasi penerimaan PKB dilakukan? 

e. Bagaimana pengawasan terhadap penerimaan PKB dilakukan? 

f. Bagaimana prosedur apabila terjadi kesalahan pencatatan penerimaan  

PKB? 

g. Bagaimana target penerimaan PKB ditentukan? 

h. Bagaimana realisasi penerimaan PKB dalam beberapa tahun terakhir? 

i. Faktor apa saja yang memengaruhi naik turunnya penerimaan PKB? 

j. Kendala apa saja yang sering terjadi dalam pengelolaan penerimaan 

PKB? 

7. Bagian Keuangan / Akuntansi / Pelaporan 

Fokus: 

Pelaporan penerimaan PKB dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 

Pertanyaan: 

a. Bagaimana proses pelaporan penerimaan PKB dilakukan? 

b. Bagaimana alur penyusunan laporan penerimaan PKB? 

c. Dokumen apa saja yang digunakan dalam pelaporan penerimaan 

PKB? 

d. Bagaimana alur koordinasi data penerimaan PKB dari P3DW Kota 

Tasikmalaya agar bisa tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran 

(LRA) PAD Kota Tasikmalaya? 

e. Apakah terdapat SOP atau standar dalam pelaporan penerimaan PKB? 

f. Bagaimana proses rekonsiliasi data penerimaan PKB dilakukan? 

g. Seberapa sering laporan penerimaan PKB dibuat? 

h. Bagaimana pengendalian internal dalam proses pelaporan penerimaan 

PKB? 

i. Apa kendala yang sering terjadi dalam proses pelaporan penerimaan 

PKB? 

j. Bagaimana evaluasi terhadap pelaporan penerimaan PKB dilakukan? 
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Lampiran  3 Transkip Wawancara 

Pertanyaan 1 

Peneliti : Bagaimana mekanisme pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di 

UPPD/P3DW Kota Tasikmalaya serta sistem pelayanan yang diterapkan? 

Informan : Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD/P3DW Kota 

Tasikmalaya dilaksanakan melalui pelayanan pembayaran pajak tahunan dan 

pembayaran pajak lima tahunan. Untuk pembayaran pajak tahunan, wajib pajak 

membawa STNK asli, SKKP asli, KTP pemilik kendaraan yang sesuai dengan 

identitas kendaraan, serta melakukan pembayaran sesuai besaran pajak yang telah 

ditetapkan. Setelah melakukan pendaftaran, wajib pajak diarahkan ke loket kasir 

untuk melakukan pembayaran, kemudian menuju loket penyerahan dokumen 

sebagai tahap akhir pelayanan. 

Selain pelayanan di kantor Samsat Induk, tersedia pula layanan Samsat Keliling 

yang ditempatkan di beberapa lokasi di Kota Tasikmalaya sesuai jadwal pelayanan. 

Layanan ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. 

UPPD/P3DW Kota Tasikmalaya juga telah memanfaatkan sistem digital, antara 

lain melalui aplikasi Sapawarga Jawa Barat serta layanan informasi berbasis 

WhatsApp. Pemanfaatan teknologi tersebut bertujuan memberikan kemudahan 

akses informasi kepada masyarakat mengenai pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor. 

Untuk pembayaran pajak lima tahunan, selain memenuhi persyaratan administrasi, 

wajib pajak diwajibkan membawa kendaraan untuk dilakukan pemeriksaan fisik 

serta menunjukkan BPKB asli atau surat keterangan dari perusahaan pembiayaan 

apabila BPKB masih menjadi jaminan. 

Menurut saya, sistem pelayanan yang diterapkan saat ini sudah berjalan cukup baik 

karena telah menggunakan sistem antrean elektronik sehingga proses pelayanan 

menjadi lebih tertib dan transparan. 

Pertanyaan 2 

Peneliti : Bagaimana kondisi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta faktor-

faktor yang memengaruhi pencapaiannya? 

Informan : Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, terutama tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. 

Masih terdapat kendaraan yang belum melakukan daftar ulang (KTMDU), sehingga 

potensi penerimaan pajak belum dapat direalisasikan secara optimal. 
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Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi kemampuan wajib 

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, UPPD/P3DW 

Kota Tasikmalaya secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta 

menghadirkan berbagai inovasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah dalam 

melakukan pembayaran pajak kendaraan. 

Pertanyaan 3 

Peneliti : Bagaimana proses pencatatan dan pelaporan penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dilakukan? 

Informan : Setiap transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dicatat 

melalui sistem informasi yang digunakan di lingkungan Samsat. Seluruh data 

penerimaan kemudian direkapitulasi dan dilakukan proses verifikasi serta 

rekonsiliasi sebelum digunakan sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan. 

Proses tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh penerimaan telah tercatat 

dengan benar sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dalam 

proses pelaporan keuangan pemerintah daerah. 

Pertanyaan 4 

Peneliti : Bagaimana evaluasi terhadap target penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor? 

Informan : Evaluasi dilakukan dengan membandingkan target penerimaan yang 

telah ditetapkan dengan realisasi penerimaan setiap periode. Hasil evaluasi tersebut 

digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja penerimaan serta mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menyebabkan target belum tercapai atau sebaliknya, ketika 

realisasi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. 

Pertanyaan 5 

Peneliti : Menurut Bapak, apakah sistem pengelolaan dan pelaporan Pajak 

Kendaraan Bermotor yang diterapkan saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku? 

Informan : Menurut saya, mekanisme pengelolaan dan pelaporan yang diterapkan 

telah mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan mulai dari 

pelayanan, pencatatan, verifikasi, hingga pelaporan dilakukan sesuai dengan sistem 

yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan 

kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor agar potensi penerimaan daerah dapat dioptimalkan. 
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Lampiran  4 Dokumentasi Penelitian 

 

Lampiran  5 Data Target dan Realisasi PKB 
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Lampiran  6 Data KTMDU 

 

 

Lampiran  7 Potensi Kendaraan Bermotor 
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Lampiran  8 Realisasi Penerimaan PKB dan Opsen PKB Perjenis 
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Lampiran  9 Realisasi Penerimaan Pokok Perjenis Kendaraan Bermotor Berdasarkan 
Potensi 

 



108 
 

 
 

Lampiran  10 Potensi KTMDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


